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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan
yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Terkadang kepentingan mereka itu
saling bertentangan dan dapat menimbulkan sengketa. Yang dimaksud dengan
kepentingan menurut hukum adalah segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
dirumuskan dalam peraturan perundangan atau yang disepakati macam-macamnya
serta kualifikasinya.

Macam dan kualifikasi tentang hak dan kewajiban di Indonesia
dikelompokkan dalam hukum publik dan perdata. Hukum perdata dibedakan menjadi
dua macam, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata
materiil mengatur tentang perlindungan hak dan kewajiban serta bagaimana hak dan
kewajiban tersebut dijalankan dalam hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan
hukum perdata formil yang sering disebut hukum acara perdata berfungsi untuk
menjamin ditaatinya hukum materiil dengan jalan mengajukan tuntutan hak kepada
pengadilan. !

Jika para pihak atau salah satu pihak tidak menjalankan hak atau

kewajibannya, maka akan menimbulkan benturan atau perselisihan diantara mereka,

! Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2008), 84
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yang oleh bahasa hukum disebut dengan sengketa hukum. Sengketa hukum dapat
bersumber dari suatu perbuatan seseorang melanggar hak dan kewajiban serta
kepentingan orang lain. Apabila terjadi sengketa hukum, maka pihak yang merasa
dirugikan dapat mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Tuntutan hak ini tidak
lain merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang
diberikan pengadilan untuk mencegah eigenrichting atau tindakan menghakimi
sendiri.

Prosedur pengajuan tuntutan hak keperdataan melalui pengadilan diatur dalam
ketentuan-ketentuan hukum, baik di dalam perundang-undangan maupun di luar
perundangan. Yaitu :

1. Herzience Inlandsch Reglement (H.I1.R)
Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur
asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan
penambahan ketentuan hukum acara ini diubah namanya menjadi Het Herzience
Indonesie Reglement (HIR) atau disebut juga dengan Reglement Indonesia yang
diperbaharui (RIB) yang diberlakukan dengan Stb. 1848 Nomor 16 dan Stb. 1941
Nomor 44.

2. Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)
Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur
asing yang berada di Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. R.Bg

ditetapkan berdasarkan Ordonansi tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan



Ordonansi tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stb. 1927 tanggal 1 Juli
1927, dikenal juga dengan “Reglement Daerah Seberang”.

3. Reglement op de Rechtvordering (Rv)
Hukum acara yang termuat dalam Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa
yang berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentie gerecht. Ketentuan ini
ditetapkan dengan Stb. 1847 Nomor 52 dan Stb. 1849 Nomor: 63 berlaku sejak
tanggal 1 Mei 1848.
Dengan dihapusnya Raad van Justitie dan Hoogerechtshof, maka Rv ini tidak
berlaku lagi. Tetapi oleh karena hal-hal yang diatur dalam Rv banyak yang masih
relevan dengan perkembangan hukum acara saat ini, dan untuk mengisi
kekosongan hukum maka ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Rv masih
banyak dipakai dalam pelaksanaan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan
Umum yang dengan sendirinya berlaku juga di lingkungan Peradilan Agama.
Misalnya tentang formulasi gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi, dan
beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.’

4. Burgelijke Wetbook voor Indonesia (BW)
BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum

Perdata terdapat juga sumber Hukum Perdata.

2 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Putra
Grafika, 2008), 8



5. Peraturan Perundang-undangan:

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang acara perdata dalam hal
Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa Madura sedangkan untuk daerah luar
Jawa Madura diatur dalam pasal 199-205.

b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35
Tahun 1999. Dalam peraturan perundang-undangan ini memuat beberapa
ketentuan tentang Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan di Indonesia.

¢. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang
memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi
dalam proses berperkara di Mahkamah Agung RI.

d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam
undang-undang ini diatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan di
lingkungan Pradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Peradilan
Umum tersebut.

e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Perkawinan tersebut.

f. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam
undang-undang ini, khususnya Pasal 54 di kemukakan bahwa Hukum Acara

yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan Hukum



Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah
diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.
g. Inpers Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,
yang terdiri tiga buku yaitu Hukum Perkawinan Kewarisan dan Perwakafan.
6. Yurisprudensi
Dalam kamus Fockema Andrea sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, SH,
(1998:14) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Yurisprudensi adalah
pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan
Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan soal
yang sama.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Tentang surat edaran dan instruksi Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut
hukum acara peradata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan hukum acara
dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh
hakim. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI tidak mengikat hakim
sebagaimana ndang-undang. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH (1988
: 8) surat edaran dan instruksi Mahkamah Agung RI itu bukanlah hukum, tetapi
merupakan sumber hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan hukum melainkan

tempat hakim dapat menggali hukum.?

3 Ibid, 11



Tuntutan hak melalui pengadilan yang dapat diajukan melalui lisan maupun
tulisan disebut juga gugatan. Pengajuan gugatan dalam bentuk tulisan disebut surat
gugatan. Surat gugatan menurut HIR atau R.Bg tidak sama dengan gugatan menurut
Reglement op de Rechtvordering (Rv). Perbedaannya bahwa menurut HIR atau R.Bg
adalah tidak ada ketentuan persyaratan mengenai bentuk dan juga tidak diatur
mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat di dalamnya.

HIR atau R.Bg tidak mengatur secara tegas mengenai hal apa saja yang harus
dimuat dalam gugatan, akan tetapi dalam pasal 119 HIR dinyatakan bahwa “ Ketua
pengadilan Negeri berwenang pada waktu diajukan gugatan untuk memberi nasihat
dan bantuan kepada penggugat dan kuasanya. Ketentuan tersebut menunjukkan
adanya prinsip hakim aktif dalam pemeriksaan hukum perdata di Indonesia.’

Sikap aktif dari hakim ini berupa memimpin acara dari awal sampai akhir
pemeriksaan perkara. Aktivitas hakim ini ditujukan agar pemeriksaan perkara
berjalan dengan teratur sesuai dengan hukum acara yang berlaku.®

Menurut Reglement op de Rechtvordering (Rv) syarat isi gugatan telah
tercantum dalam pasal 8 No.3 yang mengharuskan pada pokoknya memuat :’

1. Identitas dari para pihak
Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri daripada penggugat, tergugat ialah

nama, pekerjaan, tempat tinggal.

*R. Soesilo, RIB/HIR dengan penjelasan, (Bogor : Politei, 1995), 79
3 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 10
¢ Bambang Sutiyosos dan Sri Hastuti Puspitasari, Apek-aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,
sY ogyakarta : UII Press, 2005), 68
Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 6



2. Fundamentum petendi
Fundamentum petendi adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan
yang merupakan dasar serta ulasan daripada tuntutan. Fundamentum petendi terdiri
dari dua bagian :

a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (feitelijke gronden)
b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtsgronden).

3. Petitum atau tuntutan adalah apa yang dimintai atau diharapkan penggugat agar
diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau diktum
putusan. Oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas (ps 8 Rv).
Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya
tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang
bertentangan satu sama lain disebut obscuwr libel (gugatan yang tidak jelas dan
tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan
ditolaknya gugatan) berakibat tidak diteriamanya gugatan tersebut.

Sebuah tuntutan dapat dibagi 3 (tiga) ialah :

a. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok
perkara.

b. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan
pokok perkara.

c. Tuntutan subsidiair atau pengganti.®

8 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta : Sinar
Grafika, 1996), 27-28



Ketidak jelasan surat gugatan akan ditolak oleh hakim dengan alasan gugatan
tersebut masuk kategori kabur/tidak terang, yang dalam bahasa Belandanya disebut
obscuur libel. Sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan error. Penggunaan
istilah error dalam kasus perdata sering kali digunakan untuk menyatakan adanya
kesalahan identitas para pihak, dalam hal ini disebut error in persona.

Khusus mengenai masalah gugatan obscuur libel, M. Romdlon membaginya
sebagai berikut:

1. Obscuur libel pihak-pihak yang berperkara (subyek)

Hal ini dapat terjadi jika pihak-pihak berperkara dalam gugatan tidak jelas

baik dari identitas yang bisa menyebabkan error in persona, kedudukannya

dalam perkara tersebut (selaku penggugat, tergugat atau turut tergugat),
penegasan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak serta hubungan
penggugat dan tergugat dengan obyek sengketa.’

2. Obscuur libel dalam sengketa

Hal ini terjadi jika dalam obyek persengketaan tidak jelas, misalnya dalam

perkara waris, tanah, yang digugat tidak jelas batas-batasnya atau luasnya.'°

Selain merumuskan gugatan, seseorang yang akan berperkara di pengadilan
juga harus memperhatikan syarat-syarat dan asas-asas bagi orang yang akan

berperkara yang bisa disebut sebagai pihak/penggugat.

TOM. Romdlon, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1998), 26
Ibid, 31



Hal ini tidak diperbolehkan bagi sembarang pihak dalam mengajukan perkara
ke pengadilan, mereka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Asas yang dapat menjadi Pihak
a. Pada asasnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin
menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk
bertindak selaku pihak baik selaku penggugat maupun selaku tergugat.
b. Namun demikian beberapa persyaratan harus dipenuhi yakni :
1) Mempunyai rechtsbevoegdheid atau kewenangan untuk menjadi
pendukung hak.
2) Mempunyai handelingsbekwaamheid atau kemampuan untuk bertindak /
melakukan perbuatan hukum.
Siapa saja yang tidak mampu untuk bertindak dianggap tidak mampu pula
untuk bertindak sebagai pihak di muka Pengadilan.
2. Yang dianggap Tidak Mampu
a. Mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa. Mereka yang harus
diwakili oleh walinya."' Seperti dalam pasal 50 (1) UU Perkawinan No. 1
Tahun 1974 yang berbunyi “ anak yang belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak di

bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali."?

'! Soeroso, Praktik Hukum Acara........., 11
12 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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b. Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena sakit ingatan (BW ps
466, 452, Rv ps 248 No2)

c. Para pemboros dan pemabuk. Ketidakmampuannya terbatas pada perbuatan-
perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja.

d. Seorang isteri yang tunduk kepada BW tidak dapat bertindak sebagai pihak
tanpa bantuan dari suaminya (BW ps 110), kecuali dalam hal perceraian atau
apabila ia dituntut dalam perkara pidana (BW ps 111).

e. Terhadap orang yang telah meninggal dunia, dapat pula dilakukan gugatan.
Gugatannya ditujukan kepada ahli warisnya sekaligus (Rv ps 7, 248 No.1 BW
1194)."

Abdul Manan menyatakan bahwa orang yang tidak bisa berperkara karena
mengalami cacat hukum adalah disebut error in person. Kualifikasi error in person
adalah sebagai berikut:

1. Diskualifikasi in person

a. Penggugat bukan persona standi judicio
Hal ini karena penggugat belum dewasa atau bukan orang yang mempunyai hak
dan kepentingan di bawah karatele (di bawah pengampuan orang lain).

b. Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat, seperti tidak dapat kuasa

baik lisan atau surat kuasa khusus atau surat kuasa khusus tidak sah.

3 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata......., 12
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2. Gemis Aanhoedanig Heid
Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya dalam putusan MA
tanggal 20 April 1977 No.601/K/sip/1975, seorang pengurus yayasan digugat
secara pribadi.
3. Plurism Litis Consortium
Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Sebagai contoh dapat
dikemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung No. 621 K/ Sip/1975 tanggal
25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975 yang menyatakan : "fernyata sebagian harta
terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga,
maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat."*
3. Badan-badan Hukum sebagai Pihak
Selain orang yang juga dapat diajukan ke Pengadilan sebagai pihak adalah :
a. Badan hukum, melalui pengurusnya atau wakilnya (BW ps 1655, Rv ps No.2).
untuk mewakili badan hukum, pengurus tidak memerlukan kuasa khusus (BW
ps 1655).
b. Badan hukum publik, gugatannya harus dialamatkan kepada pimpinannya (Rv
ps 6 No.3)
c. Terhadap badan hukum lainnya (badan hukum keperdataan) gugatan harus
ditujukan kepada pengurus dan apabila badan itu telah dibubarkan, maka

gugatan ditujukan kepada pemberesnya.

¥ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 111-112
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d. Firma — walaupun bukan badan hukum — dapat juga bertindak sebagai pihak.
Seluruh gugatan ditujukan kepada salah seorang persero (Rv ps 6 No.5)

e. Demikian pula CV dapat bertindak sebagai pihak. Di sini yang bertindak adalah

para persero pengurus (Rv ps 6 No.5)."

Kasus yang ditemukan penulis dalam putusan Pengadilan Agama Jombang
adalah adanya kerancuan dalam pihak-pihak yang berperkara, yang mana pada
putusan tersebut menggambarkan bahwa pihak-pihak yang berperkara seakan
mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan perkara. Padahal diantara pihak-
pihak yang berperkara tersebut ada yang masih dibawah umur, dan juga mengalami
cacat formil gugatan para penggugat, mengenai adanya subyek, obyek dan alasan
gugatan para penggugat telah pemah diputus oleh Pengadilan Agama Jombang
sebelumnya. Karena alasan tersebut di atas maka putusan tersebut tidak

diterima/ditolak oleh Pengadilan Agama Jombang.

Berkenaan dengan berbagai hal yang telah tersebut di atas, maka yang akan
dibahas adalah mengenai penolakan gugatan karena error in persona dalam perkara
tuntutan nafkah anak di Pengadilan Agama Jombang dalam putusan Nomor :
1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Kasus pada putusan ini menjelaskan bahwa adanya
kesalahan para penggugat dalam mengajukan perkara, yaitu pada salah satu pihak
yang berperkara mengalami cacat formil, bahwa ia belum cukup umur atau belum

dewasa (masih dibawah pengampuan). Selain belum dewasa, ia juga bertindak selaku

BR. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata....., 12
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wali dalam putusan tersebut terhadap saudara-saudaranya yang masih kecil/belum
dewasa. Disini menggambarkan bahwa penolakan gugatan para pihak yang
berperkara dalam putusan ini sudah tepat, karena tidak sesuai dengan undang-undang

perdata yang berlaku.

Putusan yang penulis kaji adalah putusan tentang gugatan nafkah anak, yang
mana dalam hal ini nafkah menjadi obyek gugatan. Seorang suami yang sudah
bercerai dengan isterinya wajib memberikan nafkah madhiyah, yaitu nafkah kepada

isteri dan anak-anaknya.

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk
keperluan hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta
yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk
kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah
mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya
ataupun keluarganya schingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan
demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap

istrinya dalam masa perkawinannya.

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk
keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan

atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang (pakaian), pangan (makanan), papan
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(tempat tinggal) termasuk perabotannya dan sebagainya yang mendukung dalam
menciptakan keluarga yang bahagia.'®

Pada Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami adalah pertama, suami adalah
pembimbing istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah
tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Kedua, suami
wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah
tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, suami wajib memberikan pendidikan
agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna
dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Keempat, sesuai dengan
penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan kediaman bagi istri. b)
biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c) biaya pendidikan bagi anak. Kelima, kewajiban suami terhadap istrinya seperti
tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin
sempurna dari istrinya. Keenam, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban
terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Ketujuh,
kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya nusyuz.'’

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi isteri
sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahinya bahkan
setelah perceraian. Bahkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah

dimuat pula Undang-Undang yang menjelaskan tentang diharuskannya suami

'6 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Figih Praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat para
Ulama Buku Kedua, (Bandung: Mizan, 2002), 136
17 pasal 80 Kompilasi Hukum Islam
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menanggung nafkah dan biaya hidup isteri dan anak-anaknya pasca perceraian.
Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 41 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu:

1. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan member keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan
yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat
memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut
memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri."®
Kasus yang ada dalam putusan yang penulis kaji, dijelaskan bahwa para

penggugat melakukan tindakan hukum terhadap tergugat atas dasar tergugat (selaku
suami dan ayah dari para penggugat) dianggap tidak pernah memberikan nafkah
madhiyah selama beberapa tahun. Akan tetapi atas dasar para pengguagatnya
bermasalah maka gugatan itu ditolak oleh majelis hakim. Cacat hukum yang ada
dalam perkara tersebut meliputi ; pihak-pihak yang berperkara ada yang masih
dibawah umur / belum dewasa, yaitu penggugat ketiga atas nama Zulianah binti
Riyadi masih dibawah umur (18 tahun), selain dibawah umur dia juga bertindak
selaku wali dalam perkara tersebut, putusan yang penulis kaji ini juga mengalami

cacat formil gugatan para penggugat, mengenai adanya subyek, obyek dan alasan

18 pasal 41 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
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gugatan para penggugat telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Jombang
sebelumnya.

Kasus ini menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam, karena menurut
penulis dalam putusan tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam hal pihak—
pihak yang berperkara. Berdasarkan kasus putusan di atas, Pengadilan Agama
menolak gugatan karena error in persona karena tidak sesuai dengan undang-undang
hukum perdata yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka judul
yang penulis kaji adalah: Analisis Hukum Acara Peradilan Agama tentang
Putusan Gugatan Error In Persona dalam Tuntutan Nafkah Anak (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah, maka selanjutnya dapat
diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

a. Sumber hukum acara peradilan Agama di Indonesia
b. Unsur-unsur dan syarat-syarat gugatan

c. Bentuk-bentuk surat gugatan

d. Kualifikasi para pihak yang berperkara

e. Hak nafkah isteri dan anak

f. Kasus posisi dalam gugatan

g. Gugatan karena error in persona
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h. Analisis hukum acara dalam putusan pengadilan Agama Jombang
2. Batasan Masalah
Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis diatas dan banyaknya
perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan
skripsi ini, maka penulis membatasi terhadap permasalahanyang ada dalam
identifikasi masalah sebagai berikut:
a. Pertimbangan hukum dan putusan tentang kualifikasi error in persona dalam
putusan Pengadilan Agama Jombang.
b. Analisis hukum acara pengadilan agama dalam putusan pengadilan Agama
Jombang.
. Rumusan Masalah
Agar lebih terarah dan terfokus pada masalah yang diteliti, maka dalam
penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji, rumusan masalah
tersebut adalah:
1. Mengapa tidak dipertimbangkan oleh hakim kualifikasi error in persona dalam
putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg?
2. Bagaimana menurut hukum acara peradilan agama tentang kualifikasi error in
persona  dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor

1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg?
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D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan
gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah
dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya
pengulangan materi penelitian secara mutlak.
Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah, pembahasan error in

persona sebelumnya sudah ada yang membahas diantaranya:

1. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkunan Peradilan
Agama, Jakarta: Putra Grafika, 2008

2. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

3. Analisis juridis putusan diskualifikasi in person PTA Nomor
132/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Jember Nomor :
4550/Pdt.G/2009/PA.Jr tentang pembatalan nikah.'” Dalam skripsi tersebut
membahas tentang putusan PTA Surabaya membatalkan putusan Pengadilan
Agama Jember disebabkan karena mendasar pada pasal 23 huruf (d)
Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai legal standing (persona standing in
Judicio). Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tidak
memfokuskan pada poin huruf (d) akan tetapi menetapkan bahwa yang boleh

membatalkan nikah adalah keluarga dalam garis keturunan ke atas atau ke

1 Rodhiyatul Chasanah, Analisis Juridis Putusan Diskualifikasi In Person PTA Nomor :
132/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang Membatalkan Putusan PA Jember Nomor : 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr
tentang Pembatalan Nikah. 2011



19

bawah dari pihak isteri atau suami (pasal 23). Sedangkan pasal 23 huruf (d) itu
menyebutkan dengan jelas bahwa :...dan setiap orang yang mempunyai
kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi
hanya setelah perkawinan itu putus”.

4. Akibat hukum karena dakwaan error in persona pada tahap pembuktian di
sidang pengadilan.” Skripsi ini memaparkan tentang adanya kesalahan pihak
tergugat yang tidak bersalah akan tetapi dituduh melakukan tindak pidana oleh
jaksa penuntut umum dan dinyatakan sebagai terdakwa. Akan tetapi tidak
terbukti sesuai dengan dakwaan jaksa. Perbedaan dengan yang penulis kaji
adalah pada obyek penelitiannya, skripsi di atas pada hukum pidana
sedangkan yang penulis kaji adalah pada hukum perdata.

5. Analisis Yuridis Novum dalam bentuk error in persona korban sebagai dasar
permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara pembunuhan dengan
Terpidana Imam Chambali Alias Kemat dan Upaya Hukum Terpidana untuk
Memperoleh Rehabilitasi dan Ganti Rugi. Skripsi ini adalah untuk mengetahui
novum dalam bentuk error in persona korban dapat dijadikan dasar pengajuan
Peninjauan Kembali. Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis

lakukan termasuk jenis penelitian hukum doktrinal.?! Perbedaan dengan yang

® Dwi Agung Setiawibowo, Akibat hukum karena dakwaan error in persona pada tahap pembuktian
di sidang pengadilan, (Fakultas Hukum Veteran Jakarta, 2011)

2 pande Made Ristya Yunitya, Analisis Yuridis Novum dalam bentuk error in persona korban
sebagai dasar permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara pembunuhan dengan Terpidana
Imam Chambali Alias Kemat dan Upaya Hukum Terpidana untuk Memperoleh Rehabilitasi dan Ganti
Rugi. (Fakultas Hukum Surakarta, 2011)
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penulis kaji adalah pada obyek penelitiannya, skripsi di atas pada hukum

pidana sedangkan yang penulis kaji adalah pada hukum perdata.

6. Petitum cacat sebagai dalih obscuwr libel (Analiisis terhadap Pembatalan
Putusan PA Surabaya oleh PTA Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang
hak asuh anak)®. Skripsi ini memuat tentang perkara yang gugatannya
kabur/tidak jelas, atau biasanya disebut dengan obscuur libel yang mengalami
cacat formil, sehingga dibatalkan oleh PTA Surabaya. Perbedaan dengan yang
penulis kaji adalah skripsi di atas mengkaji isi gugatannya yang kabur/tidak
jelas, sedangkan yang penulis kaji adalah pada pihak-pihak yang berperkara
dalam gugatan nafkah anak.

Bertolak pada penelitian tersebut diatas, maka pembahasan dalam penelitian
ini, menitikberatkan pada perkara tentang kualifikasi error in persona dalam gugatan
nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor
1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg.

. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, pembahasan ini
bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui kualifikasi error in persona dalam putusan Pengadilan Agama

Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg

2 Muhammad Najib, Petitum cacat sebagai dalih obscuur libel (Analiisis terhadap Pembatalan
Putusan PA Surabaya oleh PTA Surabaya No.70/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang hak asuh anak), 2011
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2. Untuk menganalisis hukum acara peradilan agama tentang kualifikasi error in
persona dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor
1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini ialah :
1. Kegunaan Teoritis, yaitu :

a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum
acara Peradilan Agama di Indonesia yang berkaitan dengan masalah kesalahan
para pihak dalam mengajukan gugatan, atau yang disebut dengan error in
persona.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat
dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang kualifikasi error in
persona menurut pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama
Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg.

2. Kegunaan Praktis, yaitu :

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program
Sarjana Strata satu guna memperoleh gelar (S1) Sarjana Hukum Islam dalam
bidang Ahwal al-Syakhsiyah.

b. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam mengatasi persoalan hukum
yang berkaitan dengan error in persona dalam pihak-pihak berperkara di

Pengadilan.
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G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kerancuan pemaknaan atau ambiguitas, maka perlu
kiranya penulis mengidentifikasi beberapa istilah yang terkait dengan judul antara
lain :

Analisis Hukum Acara Peradilan Agama : Norma-norma yang digunakan untuk
mengkaji penelitian yang didasarkan pada
hukum acara Peradilan Agama

Gugatan : Tuntutan perdata (burgelijke vordering)
tentang hak yang mengandung sengketa
dengan pihak lain.”

Error In Persona : Pihak-pihak berperkara dalam gugatan

mengalami kesalahan baik dari identitas

maupun keadaannya.?*

Gugatan Error In Persona : Tuntutan perdata yang mengalami cacat formil
dalam pihak-pihak yang berperkara.

Nafkah Anak : Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang,

belanja dari suami yang diberikan kepada

isteri untuk anak-anak.?

B Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1979), 29
24 M. Romdlon, Pokok-pokok............ ,26
% Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 289
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No:1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg : Nomor putusan tentang kasus penolakan gugatan
karena error in person dalam tuntutan nafkah
anak di Pengadilan Agama Jombang.

Dengan melihat definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul
Analisis Hukum Acara Peradilan Agama tentang Gugatan Error In Persona
dalam Tuntutan Nafkah Apak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg) terbatas pada pembahasan tentang
bagaimana menurut hukum acara peradilan agama tentang pertimbangan hukum dan
putusan tentang kualifikasi error in persona dalam putusan Pengadilan Agama
Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg yang nantinya akan dianalisis dengan
hukum acara perdata.

H. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang penulis himpun untuk menjawab pertanyaan yang ada dengan cara

mengumpulkan data yang diperoleh dari sumbernya, sebagai berikut :

a. Subyek, berupa hukum acara Peradilan Agama sebagai analisis

b. Obyek, berupa isi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:

1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. dan alasan-alasan serta dasar pertimbangan hukum

dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA Jbg
2. Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :
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a. Obyek, berupa bahan hukum primer adalah panitera pengganti Pengadilan
Agama Jombang dalam putusan Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg.
Bahan hukum sekunder adalah putusan majelis hakim dan ketentuan-
ketentuan hukum acara Peradilan Agama.
b. Subyek, berupa bahan hukum utama dan penunjang yaitu sumber-sumber
data yang berkaitan dengan kasus tersebut, seperti :
1) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkunan
Peradilan Agama.
2) Bambang Sutiyosos dan Sri Hastuti Puspitasari, Apek-aspek
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
3) M. Romdlon, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata.
4) R. Soesilo, RIB/HIR dengan penjelasan, Roihan A. Rasyid, Hukum
Acara Peradilan Agama.
5) R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses
Persidangan.
6) Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap.
7) Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.
8) Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata.
9) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Yang didalamnya terdapat aturan tentang perwalian (batas
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umur seseorang yang dianggap masih di bawah pengampuan dan yang
sudah dewasa).”
10) Kompilasi Hukum Islam
11) Buku-buku lain yang relevan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah antara lain :
a. Documenter (studi kepustakaan atau reading text)
Mengumpulkan data-data yang dikumpulkan berdasarkan arsip-arsip,
misalkan berupa putusan perkara penolakan gugatan karena error in persona
dalam tuntutan nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama Jombang dan
literatur yang terkait dengan masalah itu.
b. Interview (wawancara)
Yaitu percakapan dengan maksud tertentu antara dua orang atau lebih yang
pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek
penelitian untuk dijawab. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data
tentang kualifikasi error in persona menurut pertimbangan hakim dalam
putusan tentang gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama Jombang, baik
dengan Ketua Pengadilan Agama, hakim dan panitera Pengadilan yang

bersangkutan.

26 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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Fungsi dari wawancara ini adalah untuk mengklarifikasi kevalidan data yang
diperoleh penulis di lapangan, dan sebagai data pelengkap penulis dalam menulis
skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.?’

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan
menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan kasus tentang kualifikasi error in persona dalam putusan tentang
gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama Jombang, kemudian menganalisis dengan
menggunakan ketentuan yang ada dalam hukum perdata dan perundang-undangan
Indonesia.

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu
pengkajian yang diperoleh atau dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum
(berangkat dari norma yang dirumuskan oleh hukum perdata) dan diakhiri dengan
kesimpulan yang bersifat khusus dari perkara tentang kualifikasi error in persona
dalam putusan gugatan nafkah anak.

Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan

dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka

7 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 103
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pembahasannya di bentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub
bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika
pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab kesatu tentang pendahuluan. Pada bab tersebut memuat : latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi perasional, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kajian teoritis pengertian gugatan, bentuk-bentuk gugatan,
prinsip-prinsip gugatan, formulasi gugatan yang tidak cacat formil, jenis gugatan
yang cacat formil, pihak-pihak yang berperkara (kualifikasi in person dalam perdata),
akibat hukum kesalahan pihak.

Bab ketiga memuat deskripsi hasil penelitian tentang kedudukan Pengadilan
Agama Jombang, deskripsi kasus putusan gugatan error in persona dalam tuntutan
nafkah anak putusan Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Pada bab tersebut terdiri dari
empat sub bab. Sub bab pertama : kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama
Jombang. sub bab kedua : kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili kasus-
kasus perdata islam. Sub bab ketiga : deskripsi kasus putusan gugatan error in
persona dalam tuntutan nafkah anak putusan Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Sub
bab keempat : Kualifikasi error in persona dalam putusan Pengadilan Agama
Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg dalam perkara tuntutan nafkah anak.

Bab keempat tentang analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap putusan

tentang gugatan error in persona dalam tuntutan nafkah anak putusan Nomor :
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1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Pada bab tersebut terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama
. kualifikasi error in persona pada putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:
1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Sub bab kedua : analisis hukum acara peradilan agama
tentang kualifikasi error in persona dalam putusan Pengadilan Agama Jombang
Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg.

Bab kelima memuat penutup, memuat tentang kesimpulan sebagai jawaban

atas rumusan masalah dan saran.



